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INTISARI

Masalah tanah pertanian bagi negara Indonesia;

Sebagai negara yang bercorak agraris pertanian merupakan hal yang pokok dan
harus mendapatikan penanganan atan pengaturan vang khusus. Dimana penanganan
khusus atan pengafuran khusus ini fermasuk pula tentang pemilikan dan penguasaan
terhadap tanah pertanian oleh masyarakat petani. Sebagai realisasinya adalah
dindakanya pembatasan pemilikan dan penguasaan tanah pertenian yang diatur
dalam Undang-Undang Nomor 36/Prp/1960, vang didalamnys mengatur hai-hai
mengenai pembatasan pemilikan tanah pertanian salah satu diantaranya tentang
penetapan luas minimum tanah pertanian yang diharapkan pemerintah.

Adapun hal tersebut diadakan mtuk mencegah adanya petani gurem {(petani yang
mempunyat tanah sempit) sehingea akan menjauhkan usaha pemerintah untuk
mewnjutkan fujuan Bangsa Indonesia yaiftu masyarakat vang adil dan makmur
berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Untuk Untuk mengkaji  ilmu  pengetshuan ilmish penulis dalam
memperoleh data-datn vang diperiukan. menggunakan metode penelitian Diskriptif
Tabulasi dan Inferview {wawancara). Kemudian hasil-hasil penelitian disusun
setelah fersusun secara kwantitatif dianalisa secara kwalitatif dengan metode
berpikir komperatif

Sebagmmana ditetapkan oleh pemerintah dalam Undang-Undang Nomor
36/Prp/1960, dilelapkan sebagai undang-undang pelaksana penetapan luas
minimum tanah pertanian untuk seluruh wilayah indonesia Dalam kenyataannya
daerah penelitian vaitw Kecamatan Sidommlyvo Kabupaten Lampung Selatan |
pemilikan tanah pertanian oleh masyarakat dapat dikatakan rata-rata dibawah batas
minimum yang diharapkan pemerintah. Yang mana pada awal pemilikannya tanah
pertanian masyarakat tersebut adalah dua hektar mengingat lokasi penelitian adalah
eks pemukiman transmigrasi. Hal tersebut di atas lebih besar disebabkan karena
tual beli dan waris sebagai akibat dari pertambahan penduduk vang culup tingei.
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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang Masalah

Peranan sumber daya tanah adalah sangpt vital bagi setiap bentuk kegiatan
pembangunan yang dilakukan oleh manusia, termasuk peranan tanah sebagai tempat.
Kebufuhan akan tanah untuk memenuhi berbagai keperluan terus meningkat dari
tahun ke tahun sedangkan ketersediaannya relatif terbatas.

Berpijak dari dilema tersebut diatas, sangat ideal bila ada pengaturan yang
khusus bagi para pengguna fanah mengenai seberapa besar ia diperbolehkan untuk
menggunakan/menguasai tanah dengan mengingat kebutuhan orang lain dan juga
seberapa luas tanah yang ideal harus dimiliki seseorang untuk budidaya pertanian
agar dapat hidup layak.

Dalam hal pengaturan tersebut merupakan wewenang dan fugas pemerintah.
Pengaturan itu mencakup pengaturan tentang tata cara penguasaan penggunasn dan
pemilikan atas tanah, baik tanah-fanah yang sudah dikuasai oleh rakyat maupun
tanah-tanah yang masih dikuasai langsmung oleh Negara,

Tiap-tiap Negara mempunyai bentuk dan cara pengaturan sendiri-sendiri
dalam hal batas luas pemilikan tanah ini, sesuai dengan ciri dan kepribadian
bangsanya. Di Negara-negara Barat pengafuran tersebut cenderung /iberalis

individua! yang mengakui pemilikan tanah secara penuh dan mutlak  sedangkan di
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dari bentuk-bentuk diafas namun berdasarkan kepribadian asli Bangsa Indonesia
vang intinva berdasarkan pada hukum adat dengan tidak melupakan fimesi sosial atas
tanah.

Saigh sat pengaturan vang dirasa sangat perin agar tingkat kemankmuran
{kesejahferaan) dapat ferwujud adalah pengaturan mengenai batas pemilikan atas
tanah.  Batas pemilikan atas tanah dapat merupakan batas maksimum atan batas
minimum.

Batas maksimum ditujukan untuk memeratakan pemilikan atas tanah yaitm
jangan sampai seseorang memiliki (menguasai) tanah terlalu luas, sementara orang
tasn tidak mempunyai tanah sama sekali, dimana hal ini dapat menciptakan tuan-tuan
tansh dan pada akhimya hanya fuan-tuan tanshlah yang akan terpenuhi tingkat
kesejahteraannya. Sedangkan penentuan batas minimum atas tansh ditujukan untuk
memenuhi kebutuhan keluarganya, yang pada intinya untuk mewujudkan tercapainya
kesejahterann bagi rakyat  Batas minimum atas tanah pertanian di Indonesia
difenfukan seluas 2 hektar untuk setiap petani sekeluarga. Namun dengan semakin
pesatnya pertambahan juminh penduduk Indonesia sekarang ini, keperluan akan tanah
semakin meningkat pula, schingga akan mengurangi luas area! tanah-tanah pertanian
vang semakin iama menjadi semakin sempit. Kondisi saat ini uas areal tanah
pertanian sudah sangaf sempit dan berdasarkan beberapa penelitian yang dilakukan
oieh para ahli pertanian menvebutkan, bahwa, rata-rata luas tansh pertanian di

Kabupaten Lampung Selatan khususnva dilokasi penelitian kurane dari batas



erdasarkan fakta tersebut di afas, perlu suatu masukan-masukan tentang
realisasi dari pelaksanaan ketentuan batas minimum tanah pertanian kbususnya pada
wilayah-wilayah yang masih mempunyai areal tanah pertanian vang cukup subur dan
produktifitasnya tingg: di Kabupaten Lampung Selatan.

Untuk dapat memberikan masukan fentang hal tersebut perlu dilakukan suatu
penelitian vang mempelajar: realisasi  “PELAKSANAAN PEMBATASAN
PEMILIKAN LUAS MINIMUM TANAH PERTANIAN DI KECAMATAN
SIDOMULYO KABUPATEN LAMPUNG SELATAN MENURUT UNDANG-
IINDANG NOMOR S6/PrP/1960”. Yang terjadi di Kecamatan Sidomulyo
Kabupaten Lanpung Selatan.

B. Perumunsan Masalah

Untuk menjamin terpenuhinya tingkat kesejahteraan bagi seluruh rakyat
Indonesia vang tergolong agraris, salah satu kebijaksanaan vang diambil oleh
Pemerintahh dibidang Pertanahan adalah menentukan luas tanah pertanian
sebagaimana tersebut dalam Pasal 17 UUPA vaitu : “Untuk mencapai tajuan seperti
dimaksud pasal 2 ayat 3 diatar luas maksimu dan atay minimum tangh vang boleh
dipunvai dengan sesuatn hak tersebut dalam pasal 16 oleh satu keluarca atau Badan
Hukum™.

Tupan tersebut pasal 2 avat 3 adalah untuk mencapar sebesar-besar
kemakinuran rakyat dalam arti kebahagiaan, kesejahteraan dan kemerdekaan dalam

masvarakat dan Neearahukum mndonesia vang merdeka, berdanlat adil dan makmur.



dasar dan landasan yang kuat dalam tata pengaturan tanah vang merupakan faktor
penting bagi kehidupan manusin dan pembangunan.  Pengaturan tersebut juga
dimaksudkan unmik menyeimbangkan pola pemanfaatan fanah dalam berbagai
kepentingan vang multi komplek, menjaga kesuburan tanah dan sekaligus mencegah
erjadinya kerusakan di atas tanah tersebut.

Penentuan batas maksimum dan minimum atas tanab yang boleh dikuasai oleh
rakyat sungeuh sangat tepat agar jangan sampai terjadi monopoli penguasaan atas
tanah di sat sisi. dan di sist iain agar jangan ferjadi kepemilikan tanabh vang terialu
sempit, yang pada akhimya akan minimbulkan petani gurem {petani vang memiliki
iuas tanah di bawah ketentuan).

Ada beberapa alasan mengapa persoalan pemilikan atas tanah pertanian
dianegap periu utnuk diperhatikan ¢

ertama, telah diketahui secara umum bahwa penduduk Kabupaten Lampung
Selatan khsusnva pada lokasi penelitian berkembang dengan cepat | sedangkan areal
tanah pertanian relatip tetap, sehingga sering banyak menimbulkan akibat. Salah satu
diantaranya adaiah makin sempit pemilikan tanah pertanian per kepala keluarga
dan proses penyempifan ifupun berkelanjutan. disamping itu  pemilikan kurang dari
2 hektar juga disebabkan adanya pemecahan pemilikan melalui jual beli di bawah
tangan dan akibat waris kedua hal ini merupakan delema yang sulit diatasi.

Kedua, pengauh perekonomian vang mulai merembes kepada pemilik tanah

nertenian menvehablan herbacar akibat Yhususnva dalam hal hubunean sosial pada
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pemilikan dan penguasaan tanah ditangan beberapa orang, sebaliknya makin banyak
orang vang tidak memiliki dan atau menguasai tanah iagy.

Dengan merembetnya pengaruh perkotaan ke arah daerah pertanian di
sekitarnya, teiah menimbunikan beberapa dampak terhadap kehidupan petani-petami
afau pemilik tanah yang ada Petani-petani menjadi bersifat “mendua” antara
mempertahankan tanah pertanian dan mengubah tanah pertanian menjadi bukan
perfanian afan menjual tanahnya karena sudah tidak mantap lagi dalam

mengusahakan tanah pertantan karena

ot

Terdapat gangguan terhadap usaha-usaha pertanian.

e

. Terdapat spekuian tanah.

s

. Terdapat teror harga yang lebih tinggi dibandingkan dengan nilai usaha pertanian.
Selanjutnya sebagai peiaksannan dari pasal 17 UUPA ftersebut di atas
kemudian dikeluarkan Undang-Undang Nomor 56/Prp/1960 yang menyebutkan pada
Pasal ¥ bahwa pemerintah mengadakan usaba-usaha agar supaya setiap petani
sekeluarga memiliki tanah pertanian minimum 2 Ha.
Baik tanah sawah manpun tansh kering seperti telah diterangkan di atas. Dalam
prakteknya  perwujudan batas minimum pemilikan tanah pertanian seluas 2 Hektar
akan dicapal secara bertahap. Berhubung dengan ifu maka dalam tahap pertama
perfu dicegah dilalakannya pemecahan-pemecahan  pemilikan tanah  yang
bertentangan dengan mujuan tersebut. Untuk kepentinean sty mnka periu dilnlmbon

pembatasan pembatasan seperiunva dalam ha! pemindahan hak khususnva tanah



kurang dari 2 Hektar adalah dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor
56/Prp/1960, khususnya Pasal 9 (1), vang antara lain menyebutkan bahwa :

“Pemindahan hak atas tanah pertanian kecuali pembagian warisan dilarang
apabila pemindahan hek ity mengakibatkan timbulnya atau berlangsungnya
pemilikan tanah yang luasnya kurang dari 2 Hektar, larangan tersebut tidak beriaku
kalau si penjual hanya memiliki sebidang tanah vang luasnya kurang dari 2 Hektar
dan tanah ifu dijual selurubnya *.

Namun demikian kenyataannya banyak terjadi perbuatan-perbuatan hulaum
yang menyebabkan pemecahan luas atas tanah-tanah pertanian, sehingga menjadi
kurang dari batas minimum 2 Hektar. Dalam hal ini pewarisan merupakan salah satu
faktor penyebab paling besar. Bahkan pemecahan atas tanah-tanah pertanian akibat
warisan tidak bisa dikendaliken dan berkesudahan dengan semakin menjauhnya dari
perwnjudan ketentuan batas minimum 2 Hektar. Kenyataan tersebut sangat boleh
jadi disebabkan oleh belum dilaksanakannya Pasal 9 (4) Undang-Undang Nomor
56/Prp/1960 yang antara lain menyebutkan tentang bagian warisan tanah pertanian
yang Inasnya kurang dari 2 Hektar akan diatur dengan Peraturan Pemerintah

Dengan demikian yang menjadi permasalahan dalam hal ini adalah :

1. Apakah batas minimum pemilikan tanah pertanian tersebut bisa diwujudkan dalam
pelaksanaannya khususnya di lokasi penelitian.
2. Kendala-kendala apa saja vang dihadapi dalam mewujudkan ketentusn batas

minimum atas tanah pertanian.



C. Pembatasan Masalah
Walaupun yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 36/Prp/1960 adalah
metiputt ketentuan mengenai batas pemilikan tanah pertanian, yang meliputi batas
maksimum pemiiikan tanah pertanian dan batas minimum pemilikan tanah pertanian,
serta mengatur mengenai gadai tansh pertanian narmm yang akan dibahas dalam
penelitian i1 hanya mengenai baias minumum atas tanah pertanian.

Berlmbung karena pennasa!éhan yang tercakup dalam pelaksanaan batasg
minimum tanah pertanian i meliputi permasaiahan yang saiing berinteraksi dan
mempunyai pengaruh yang bercabang-cabang, maka untuk memudahkan penelitian ini
teriebih dulu periu ditegaskan bahwa yang menjadi pusat perhatian daiam penelitian
int adalah -

1. Batas minimum tanah pertanian yang dapai dimiliki untuk satu keluarga petani
memmut Undang-Undang Nomor 56/Prp/1960.

2. Daerah penelitian adalah exs permukiman Transmigrasi di Kecamatan Sidomulyo
¥abupaten Lampung Selatan Propinsi Lampung.

Sehingga diharapkan akan diperoleh suatu gambaran gecara utuh menyeluruh.

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian
1. TujnanPenelitian
a2 Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan pembatasan luas minimum tanah

Pertamian  berdasarkan Undang-Undang Nomor 56/Prp/1960 di Kecamatan



b. Untuk mengetabui hambatan-hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan
pembatasan  fuas minimum  tanah  pertamian  (sawah), berdasarkan UU.

No.56/Prp/1960.

2. Kegunaan Penelitian
a. Untuk memenuhi syaraf penyelesaian pendidikan Program Diploma IV Pertanahan
pada Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional di Yogyakarta
b. Sebagai bahan informasi bagi pemerintah khususnya Badan Pertanahan Nasional

dalam pelaksanaan ketentuan Undang-Undang Nomor 56/Prp/1960.



BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Keshimpulan

Dari uratan pada bab IV dan V tersebut diatas dapat diambil suat

kesimpulan sebagai berikut

i

b

Dari sehnub pemilik tanah pertanian pada ketiga desa sampel vang rata-rata
kepemilikan tanah pertaniannya adalah 0,30 Ha hal ini mencerminkan bahwa
peinksannan pembatasan inas mimimum tansh pertsninn belun sesuni dengan
ketentuan Undang-Undang Nomor 56/Prp/1960 pasal {9).

Pelaksannan  ketentuan batas minimum  pemilikan tansh pertanian  sulit
dilaksanakan di lokasi penelitian . hal ini disebabkan oleh dua penyebab utama
vattu pemecahan tanah pertanian karena pembagian waris dan pemecaban tanah
pertanian karena proses jual beli secara di bawah tangan. Pemecahan luas tanah
pertanian karena waris mempunyai pengaruh vang lebih besar dalam pelaksanasn
cefentuan batas minimum pemilikan tanah pertanain apabila dibandingkan dengan
pemecahan tanah pertanian karena jual beli di bawah tangan. Disamping kedua
penyebab tersebuf di atas, semakin dekat jarak antara desa lokasi penelitian
dengan kota kecamatan . proses pemecaban tanah pertanian karena jual beli

menjadi lebih menonjol.



B. Saran-saran

Mengingat pelaksanaan ketentuan batas minimum pemilikan atas tanah
perianian dalam pelaksanaannya banyak mengalami kendala, maka penuiis
memberikan saran sebagai berikut :

1. Perlu peningkatan pendaflaran {anah / Sertifikasi tanah dengan cara masal baik
swadaya masyarakat manpun Proyek yang berbantuan Pemerintah, guna lebih
menmdahkan dalam pengawasan terhadap pemindahan hak karena jual beli di
bawah tangan dan pemindahan hak lam selain pembagian warisan, meningkatkan
pengawasan permohonan proses pemindahan hak aias tanah pertanian lewat bukti
pemtilikan yang berupa kartu nama dan foto copy letter C Desa.

2. Perlu tindakan peninjauan kembali terhadap Undang-Undang tentang penetapan
batas minimu pemilikan tanah pertaman dengan mendasarkan pada dimensi
waktu, tempai dan jumlah penduduk, demikian juga terhadap proses waris atas

tanah pertanian perlu pengaturan lebih lanjut secara khusus.
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